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PENDAHULUAMN

Hukum Islarn merupakan hasil dialektika otoritas
yang didukung cleh wahyu dengan konteks sosialnya

" Pl sdalah Dosen Faboalos Terbivsh  TATN Wallsoago Semarang,
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Pembentukan hukum Islam semenjak awal terjadi melalui
proses dialektis di mana elemen-elemen tradisi masvarakat
diambil, dimodifikasi, dan dihapus sesuai dengan nilai
moral yang ingin ditanambkan oleh Islam. Perubahan tradisi
tersebut Hdak berjalan secara revolusioner, melainkan
melalui proses evolusi Perubahan tersebut dapat terjadi
karena adamya proses transformasi otoritas sehingga
perubahan memiliki legitimasi di masyarakat, Al-Qur'an
menjadi legitimasi pertama dan utama dalam perubahan
tradisi masyarakat Arab pra-lslam menuju tradisi Islam
karena al-Qur'an membangun oloritas karismatis dalam
diri Mabi Muhammad.

Beberapa perubahan telah dilakukan oleh al-Qur’an
terhadap tradisi masyarakat pra-Islam. Perubahan yang
terjadi dalam bidang hukum keluarga dipandang sebagai
pencapaian terbesar al-Qur'an dalam bidang hokum.!
Pernikahan, bersama dengan waris, membentuk hukum
perdata Islam dan menjadi elemen paling jelas dan tegas
dalam skema hukum [slam. hukum keluarga, khususnya
mengenai pemikahan, mencerminkan penataan al-Char’an
terhadap pranata sosial dasar di masyarakat Arab, yang
pengaruhnya tetap terasa sampai szal ind.

Pranata yang didukung oleh Islam adalah sebuah
pranata yang lahir dalam sebuah masyarakat tradisional,
vaitu masyarakat vang dibimbing oleh nilai-nilai dan
kesucian tradisi, bukan oleh hukum positif yang dihasilkan
oleh organisasi negara. Dalam konteks tersebut, hukum-

| Baza pendshuluan dan bab perasa buku Nodd |, Coulson, A Hiverr of
Enkswsr Low (Ecinburghy Edinburgh Universio; Press, 1960,
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hukum bersifat arbitratif dan moral. Otoritas yang berkerja
dalam sebuah sistemn sosial tradisional tersebut adalah
otoritas tradisi yang diselenggarakan oleh orang-orang
yang mendapatkan legitimasi dan masyarakat karena
keturunan.

Pada perkembangannys, institusi ulama adalah
pemegang otontas keagamaan dalam lslam. Meskipun
ulama dalam Islam, terutama di kalangan sunni, tidak
memiliki organisasi keulamaan seperti dalam sistem gereja
Katholik, ulama memainkan peran penting dalam sejarah
Islam. Ulamalah vang dipandang sebagai penerjemah
pesan Tuhan, setelah Rasulullah wafat, Ulama juga
berfungsi sebagal pemberi fatwa ketika muncul persoalan
di kalangan umat Islam. Peradilan dalam sejarah Islam
diisi oleh para ulama dengan referensi hukum hasil dari
iftthad, bukan hukum hasil legislasi lembaga legislatif,

Problem muncul tatkala hukum keluarga Islam,
khususnya yang menyanghut pernikahan, berserduhan
dengan negara modern MNegara modern melahirkan
sebuah sistem kekuasaan politik baru, dimana legitimasi
aparatusnya tidak diperoleh melalui tradisi, melainkan dari
aturan hukum formal. Sistem otoritas yang membentuk
negara modern tersebut adalah sistem otoritas legal-
rasional.

Munculnya otoritas baru tersebut  menimbulkan
beberapa problem dalam pelaksanaan hokom [slam.
Problem tersebut paling tampak terkait dengan hukum
keluarga, khususnya yang menyangkut pernikahan dan
perceraian, Pertama, pernikahan dan perceratan dalam
hukum Islam berada di antara wilayah, yaitu wilayah
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sakral dan wilayah profan? Pemikahan sebagai akad
adalah bagian mu‘amalah, tetapi sebagai sebuah perjanjian
yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dengan prosedur
yang ditentukan oleh mms, pernikahan dan perceraian ia
juga menjadi bagian fbadah Ketika aturan negara, sebagal
produk kekuasaan yang temporal dan profan tersebut
turut campur dalam wrusan pemikahan, muncul resistensi
dari sehagian pihak yang merasa beberapa aturan negara
tidak sesuai dengan aturan syariat, Contoh tersebut dapat
dilihat dalam perceraian, yang menurut Undang-undang
nomar 1 tahun 1974 baru sah apabila dilakokan di depan
sidang pengadilan, padahal dalam aturan fikih perceraian
telah jatuh begitu suami secara sepihak menyatakannya.
Kedua, dengan dimasukkannya beberapa elemen
pernikahan dan perceraian dalam wilayah peradilan
muncul konflik antara otoritas, yaitu antara otoritas
tradisional, yaitu para ulama, dengan otoritas rasional-
legal, yaitu para aparat peradilan. Kasus ketegangan antara
dua otoritas tersebut Jdi antaranva adalah  resistensi
sehagian ulama terhadap pencatatan pernikahan
Berdasarkan tradisi fikih lslam, pernikahan telah diatur
ketentuannya melalui syarat dan rukun nikah. Munculnya
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mewajiblan setiap
pernikahan dicatatkan, Pada prakteknya, pencatatan nikah
tetap dipandang sebagian otoritas tradisional bukan
sebagai tuntutan dalam pelaksanaan pernikahan sehingga

! Eibs Mir-Huscird, Marrige s9 Tral A Stady of Moot Foomsly [, Iruw amd
Marman e (Liwvdlom, Mew Youks 1.8, Toarist Lod | 19993, 1.
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pemnikahan sirri (tidak tercatat) banyak terjadi di
masyarakat.

Makalah ini adalah wpaya untuk mengungkap
bagaimana proses transformasi oforitas berkembang dalam
tradisi hukum Islam. Transformasi otoritas adalah sebuah
proses sosial yang memungkinkan hukum-hukum lslam
yang dalam wakiu panjang berada di luar legislasi negara
dapat memilild nilai praktts dan memiliki legitimasi di
masyarakat muskim.

RASULULLAH: AGEN TRANSFORMASI OTORITAS
DAN TRADISI

Islam datang bukan untuk mengubah seluruh tata
sosial yang ada secara revolusioner, melainkan sebagai
penyempumnaan atas nilai-nilai kebaikan yang ada di
masyarakat. Rasulullah sendiri menyatakan bahwa beliau
diutus untuk menyempurnakan akhlak vang mulia,
Dengan demikian, visi utama Islam adalah nilai-nilai
kebaikan bagi umat manusia. Visi tersebut terungkap
dalam pandangan Mu'tazilah mengenai al-husn wae al-gubh
(kabaikan dan keburukan). Bagi kalangan Mu'tazilah, akal
manusia sebelum adanya syariat telah mempu mengenal
kebaikan dan keburukan Turunnya syariat adalah sebagai
penegasan kembali nilai-ndlai kebaikan manusia tersebut?

1 Libar urtmnnys delsm Msmo o-Din ol Tof, et Mebbiesr of Radab
(Beirat Muassemb al-Kisalah, 1587, Jilid 1 © #04-405,
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Kelemahan Mu'tazilah adalah kurang
mempertimbangkan kasus di mana ada adat yang
dianggap sebagai tradisi mapan yang kemudian diubah
oleh al-Qur'an. Karena itu, gagasan Ash'ariyah dan
Maturidiyah mengenai posisi penting wahyu dalam
menjustifikasi baik dan buruk dapat digunakan untuk
menyempurnakan gagasan Muktazilah,

¥isi mengenai penyempuraan tradisi yang baik dapat
dilihat kembali dalam hubungan antara Islam dan tradisi
Arab pra-lslam. Secara garis besar pola hubungan antara
Islam dengan tradisi pra-Islam dapat dibagi menjadi tiga:
1) adopsi dan adaptasi, 2) modifikasi, dan 3) pembatalan.
Secara umum, tradisi (adat) letap menjadi bagian penting
dalam pembentukan hukum Islam karena ayvat-ayat hukum
al-Qur'an di antaranya turun dalam konteks perdebatan
vang terkait dengan tradisi.

Contoh yang jelas adalah turunnya ayat-ayat tentang
poligami,* pernikahan dengan janda anak angkat’ dan
pemberian harta waris bagi anak perempuan dan anak
laki-laki vang masih kecil® Ayat-ayat tersebut bisa
dipahami dalam kaitannya dengan tradisi Amb yang
berlaku. Perubahan yang dilakokan oleh Al-Qur'an
utamanya ditujukan untuk mengubah sebuah norma sosial.
Norma dalam sebuah masyarakat tradisional adalah norma
yang dibangun di atas otoritas tradisi, yaitu nilai-nilai yang
dianggap sud oleh masyarakat yang dianggap berasal dari

4 (5 ol Misa (4): 3
V()5 al-Ahssh (35 43
# (15 al-Mima' (4): 137
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masa lalu. Perubahan dalam Islam terhadap tradisi hukom
pra-lslam memang belum sepenuhnya mengubah sistem
sosial tersebut secara keseluruhan, Pranata-pranata politik
dan hukum masih dijalankan dengan otoritas tradisi.

Keberadaan hukum Islam merupakan pengubahan
tradist menjadi sebuah tradisi yang baru. Term tradisi
tersebut digjawantahkan secara baik dalam istilah sunnah.
Orang-orang Arab menggunakan istilah sunnah untuk
kebiasaan masa lalu dan perilaku yang patut dicontoh
vang ditinggalkan nemek movang dari kebiasaan mereka
atau hukum adat. Sunnah dalam pengertian awalnya
adalah praktek masyarakat atau perilaku individu vang
mengandung elemen normatif 7

Sunnah umumnya selain dikaitkan dengan tradisi
yvang mapan karena dalam masyarakat Arab pra-Istam
belum ada institusi hukum formal. Hukum yang ada
adalah tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasan yang
beragam sesuai dengan kabilah-kabilah yang ada. Namun
pengaruh dari agama-agama samawi pra-Islam pun telah
ada seiring dengan penyebaran agama Yahudi dan Nasrani
di kalangan orang-orang Arab.®

Substitusi norma sosial yang dilakukan obeh Islam
pada dasarnya adalah sebuah penggantian tradisi dengan
sebuah tradisi yang baru. Tradisi baru tersebut merupakan
perpaduan tradisi pra-lslam dengan nilai baru yang
dibawa oleh Islam. Islam memberikan sumber legitimasi

' Ahmad Hasan, The Early Dowlpasent of nlasis [arsiprodeas Tsamabad: Islsmic
Rescarch Insinate. 1970, k. 85.86

¥ Libat ‘Ativysh SMosharafsh, wifmba’ § w-loiae [Tep: Shackah o-Sharg al-
Avwwat, 1966), 13
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bagi perubahan tradisi melalui nilai-nilai baru tersebut
melalul  wahyy  [Al-Chur'an) dan secara  historis
direpresentasikan oleh Rasulullah Perubahan tradisi pra-
Islam ke dalam tradisi Islam dijembatani melalul otoritas
karismatis yang dimiliki ofeh Rasulullah

Ooritas  karismatis Rasalullah bersumber kepada
dua hal. Pertama adalah kemampuan Rasulullah sebagai
seorang hakom (arbitrator). Sejak awal, masyarakar Arab
mengakui kemampoan dan kelebdhan Rasulullah sebagad
haiam sehingga memberinya gelar al-Amin (yang dapat
dipercaya). Ketika pertama kali hijrah di Madinah, Mabyi
Muhammad  hanyalah  pemimpin  kKlan  Muhajirin,
Kenabiannya hanya diakui oleh minoritas di Madinah,
tetapi otoritasmya sehagai  arbitrator  diterima  obeh
mayoritas masyarakat Madinah Penerimaannya sebagai
Mebi pada perkembangan selanjuinya membuatnya
diterima sebagai pemimpin bagi semua masyarakat,
Kekuasaan Nabi di Madinah tersebut berkembang seiring
d@-ns;m perkembangan waktu dan pencapaian-pencapaiarn
politik yang beliau raih di Madinah

Kedua, adalah legitimasi walyu atas posisi Nabi
Muhammad sebagai secrang tokoh yang harus dikuti.
Tindakan-tindakan  hukum  Rasulullah  seringkali
mendapatkan  legitimasi  dari  wahyu  (otoritas
transendental). Contoh yang jelas adalah kasus turunya
surat al-Misa' ayat 5L Ayat tersebut turun dalam konteks
persengketaan dua orang vang kemudian meminta

* Lihat dalsen Hichem Dalt. *The Origing of The lilamic Seaee”. dalam Klaai
Peedimand den Mebdi Musafari, Ik Sine omd’' Seony  (London: Curmon
Press, 1098}, 1-15.
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keputusannya darl Rasulullah. Karena tidak puas, salah
satu dari mereka mencari penyelesalan dari pihak lain.
Ketidakpuasan terhadap keputusan Nabi  tersebut
mendapatkan kecaman keras dari al-Qur‘an. 10

Transformasi terhadap tradisi yang dilakukan oleh
Eagsulullah dapat dilakukan karena kualitasnya yang
menggabungkan kemampuan individu dan kapasitas
sebagai Rasul Allah. Karena itulah, sinmah dalam Islam di
antaranyva mengacu kepada praktik Basulullah, Rasulullah
secara individual bisa memadi sumber bagi fradisi-tradis:
(siman) yang bam.

Perubahan tradisi karena faktor otoritas Karismatis
Mabi Muohammad tersebut tampak dalam praktek
poligami. Dalam tradisi Arab, poligami adalah sebuah
kebiasaan yang normal. Adat tidak memberikan batasan
maksimal jumlah isteri yang boleh dinikahi,

Dengan turunnya surat al-Misa ayat 3, tegfadilah
pembatalan poligami tak terbatas. Poligami yang tadinya
tidak membatasi jumiah isteri yang boleh dinikahi,
kemudian hanya dibatasi sampai kepada empat saja,
dengan ketentuan harus adil Rasulullah kemudian
memerintahkan agar orang-orang vang memiliki isteri
lebih dari empat untuk menceraikan istrinya kecuali empat
sajal! Ketentuan tersebut memiliki perkecualian pada diri

1B Likar rreayst-meayst mengenal sebab nensanes suear sl-Biss” ayas 82 berikut
penilacan kuakmisegn dalisn Dhiu Tapnsbyyah, foror obllodd b Do of
R (Besrue Diar ab-Kusuls al-"Thedpah, 6.y, 3740,

1 Mughsmmad bin Al ko Muhammad  el-Shawkant, Fath o' el of o™ b
- Fiwap o o vl me Thor ol Tafitr (Beiwur: D al-Kistub al-Tlenlyyah,
1), 1= 528
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Rasulullah sendiri. Besarnya karisma yang ia miliki
membuatnya bisa mendapatkan hak istimewa atas tradisi
vang baru terbentuk dengan keputusannya sendiri,

Wafamya Rasulullah membuat otoritas tradisi yang
berpijak kepada karizma belfau mengalami goncangan. Di
antara indikasinya adalah munculnyva klaim-klaim nabi
dari beberapa kalangan, dan penclakan pembayaran zakat
karena kewajiban zakat sangat terkait dengan keberadaan
Rasulullah.

Para sahabat, yang dimulai oleh kekhilafahan Abu
Bakr, melakukan restorasi tradisi Islam melalui tindakan
politik. Absensnya otoritas karismatis vang melekat kepada
Mabi Mohammad memboat bukum  Islam harus
menemukan otoritas baru. Otoritas  tersebut kemudian
diperoleh melalui kesepakatan sahabat (imas' sahabat) dan
dukungan kekuatan politik.

Para sahabat merupakan otoritas epistemis pertama
dalam sejarah [slam. Perkembangan hukum slam di smger
(kota-kota gamisun Islam) selalu dikaitkan dengan otoritas
sahabat yang hijrah ke kota tersebul. Perkembangan
hukum di Kafah, misalnva, dikaitkan dengan otoritas Ibnu
Mas'ud, di Mesir dengan Amru bin al-'As, Syiria dengan
Muawiyah, Makkah dengan Ibnu ‘Abbas, Madinah
dengan " Ali dan "Abdullah Ibn " Umar 12

Sisternatisasi otoritas epistemds semakin tegas dan
kuat dengan lahirnya teori hukum Islam, yang ditulis oleh
al-Shafi'i. toritas epistemis kemudian selaln dikaitkan
dengan tokoh yang dipandang sebagal pendiri madhhab.

12 Abnad Flasan, The Ear Duslpeseat. ., 17, 20-21,
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Aliran-aliran hukum klasik yang berpijak kepada tradisi
hukum di kota-kota besar, seperti Kifah dan Madinah,
mengalami transformasi dan membentuk Madhhab Hanafi
dan Maliki. Pijakan madhhab-madhhab hukum di Kafah
dan Madinah bukan kepada tradisi, melainkan kepada
tokoh mufiolnd,  Tokob-tokoh mujtahid  ttulah  yang
kemudian dipandang sebagai otoritas tertinggi madhhab

Sementara itu, dua madhhab hukum lain, yaita Shafi
dan Hanbali sefak awal dibangun di atas otoritas pendini
madhhab tersebut. Proses pembangunan sistem otoritas
madhhab tersebut tidak dilakukan oleh pendiri madhhab
itu sendiri, melainkan oleh para pengikut mereka yang
mencoba mencari pengakuan publik melalui afiliasi kepada
otoritas epistemis tersebut.

FERAN DAN BENTUK OTORITAS EPISTEMIS

Max Weber membagi otoritas menjadi tiga, yaitu
legal-rasional, kharismatis, dan tradisional. Pembagian tiga
otoritas tersebut didasarkan atas validitas klaim legitimasi
yang dijadikan pijakan. Pertama, otoritas vang bersandar
kepada legitimasi rasional, yaitu yang berpsak kepada
legalitas pola aturan normatif dan formal, Kedua, otoritas
yang bersandar kepads legitimasi tradisional, yaitu
kepercayaan yang mapan, kesucian tradisi masa lalu, dan
legiimasi orang-orang vang melaksanakan otoritas
tersebut. Ketiga, otoritas yang bersandar kepada legitimasi
karisma, yaitu yang berpijak pada kesucian tertentu,
seperti kepahlawanan atau karakter teladan dari seorang
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individu dan pola normatif yang ia ditunjukkan orang
tersebut =

Pembagian otoritas oleh Weber tersebut didasarkan
atas kajian sosiologis yang ia lakukan Ketiga otoritas versi
Weber tersebul mencakup otoritas yang didasarkan atas
organisasi  modern  (rasional-legal), otoritas  yang
didasarkan atas nilai-nilai sosial dan tradisi (tradisional),
dan otoritas yang didasarkan atas kapagitas dan keutamaan
individu (karismatis).

Ketiga ragam otoritas tersebut memang mampu
menggambarkan  ragam-ragam  otoritas  empiris.
Sayangnya, otoritas yang mendapatkan legitimasi dar
kemampuan individu memahami pesan transenden tidak
Kesulitan itulah yang kemudian ditangkap oleh Wel B
Hallagq. Hallag memperkenalkan satu bentuk otoritas yang
menarik untuk dicermati yang terkait dengan kajian
hulkum Islam, yaitu otoritas epistemis.

Para ahli hukum Islam (nvujtahid) disebut oleh
Hallaq sebagai otoritas epistemis adalah karena mereka
satu-satunya agen epistemologi dan hermeneutika hukurm.
Para mujtahid adalah agen yang mampu menerjemahkan
tanda (sign) dari Tuhan yang ada dalam wahyu menjadi
seperanghkat aturan hukum. Ctoritas epistemis, menurut
Hallag, memiliki kapasitas untuk mengetahui hukum dan
bagaimana hokum dijabarkan, ditafsirkan, dan diterapkan.

0 hiys Weber, "Power and Biocracy®, disclekal dan diedit oleh Kemnesh
Thompaon and Jeremy Thusstl dalm Sadskgian’ Prrgectie: S Raing
{Mideiesen: Peagoin Book Lod, 1977), 68-60.
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Otoritas tersebut menggabungkan di dalamnya kekuasaan
agama, maoral, sosial, dan hukum sekaligus.'4

Ohtorites epistemis itulah yang menjadi perantara
antara masyarakat muslim, Tuhan, dan kekuasaan.
Keunikan otoritas epistemis dapat dilihat dari bagaimana
mereka mendapatkan legitimasi atas otoritasnya, Ctoritas
seorang mujtahid tidak didasarkan atas nilai-nilai yang
hidup di masyarakat, meskipun dalam taraf tertento ia
menjalankan peran yang memang diakui di masvarakat
mushm. Seorang mujtahid juga tidak mendapatkan
otoritasnya karema karismanya, meskipun barangkali
banyak mujlohid yang dikaguml dan dihormab oleh
masyarakat. Seorang mujtahid juga tidak diikat oleh
aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif, karena
dalam sejarah Islam pasca Khulafa' Rasyidin terjadi
perpecahan antara kekuasaan dengan otoritas agama.
Pengembangan hukum pada abad 1 Hijriyah dilakukan
oleh para ahli hokum yang bukan menjadi bagian dar
kekuazaan.

Upaya tagnin yang digagas Ibnu Mugaffa’ dan
diajukan kepada Abu Ja'far al-Mansur, khalifah Abbasiyah
ke-2, juga tidak terlaksanas Karena itu, otoritas hukum

M Wgel B. Hallag, “Junmstic Authonoge Vs Somte Power The Legal Crses of
Modeen [slam®, [oma’ of Low ood Boligon, 245-T44

" [hiva Miugaffa® melihat perhombangan hukum [slem memurgkakan babaya
muncalmn aearkdioer. Unsuk ico is menyarankan agar kbalifah membencuk
undang-undang umam yang diambal dad Al-Char'an, Sansh, den pendapat-
pendipar yang ads dengan didsssckan st kesdilan’ dan kemaskahatan
Mamuen Malik, yang dsawan khalifsh Ja'far al- Manpar menolak madbhabny
dipubsaken kirata mensnamy nasing-meeng b el memili wamna
masing-meeng [dar Sobhi Mahmeand, Flgfr Huokve dolve [now, s
{Bandang: Al-Maarif, 1981, 6665
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tetap berada di tangan para ahli hukum. Seorang hakim
(gt} ddak secara mandii mengeluarkan keputusan
hukum, terutama apabila ia bukan tergolong mojtafid
Hakim pun masih harus merujuk kepada para ahli hokum
yang bisa memberikan fatwa-fatwa hukum,

Hallag berpendapat bahwa secara faktiual, kekuasaan
politik dan kekuasaan hukum dalam sejarah Islam tidak
pernah sepenuhnya  bersatu. Para penguasa selale
memerlukan  keberadaan ahli hukuem karena uwntuk
menjadi otoritas epistemis harus memenuhi perangkat-
perangkat epistemologis dan metodologis yang umumnya
tidak dimiliki oleh penguasa. Penguasa juga memerlukan
para ahli hukum karema merekalah yang memiliki suara
dan kaitan langsung dengan massa akar rumput 1

i kalangan ahli hukum tersebut, otoritas bersumber
dari kenyataan bahwa mereka mencari hukum langsung
dari teks Al-Qur'an dan sunnah Hasulullah Para ahli
hukum juga mampuo meletakkan seperangkat nstromen
urfuk memahami hukem-hokuom dasd kedua tels di atas,
Para pendiri madidab adalah tokoh yang meletakkan
landasan bagi otoritas episternis bagi suatu madhhab,
Mujtahid lain bisa menjadi bagian dari suatu madhhab dan
mempercleh otoritas hukum karena berafiliasi kepada
miwdhhab hukom. Kendatipun dalam banyak kasus, seorang
mujtahid yang berafiliasi kepada madhhab berbeda
pendapat mengenai berbagai keputusan hukum praktis,
afiliasi  tersebut diabsahkan melalui penerimasn

i Wagl B, Hallag "junstic Authomey. . ", 251252,
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epistemologis atas metode vang diletakkan pendin
madhhab.

Otoritas  episternis  ibulah  vang bekerja  dalam
memberikan fatwa-fatwa hukum di masyarakat muskim,
yang sebelum era modern tidak memiliki ikatan dengan
hukum positif. Fatwa-fatwa ahli hukum, yang didukung
oleh legitimasi mudithah, menjadi landasan bagl pemecahan
masalah hukum di masyarakat. Para ahli hukum secara
aktif terlibat dengan dinamiks masyarakat Pranata
(institusi) hukum dalam masyarakat muslim dengan
demikian memasukkan para ahli hukum sebagai bagian
integral dalam sistem sosialnya.

Coulson pun berpendapat bahwa hukum Islam
berkembang dari keputusan para ahli hukum, bukah
keputusan hakim. Yang pertama bekerja dalam perumusan
hukum, sementara yang kedua bekerja dalam pelaksanaan
hukum. Yang pertama mengonrol yang kedual” Yang
menjadi persoalan dar peniladdan Coulson adalah bahwa ia
beranggapan bahwa banvak kasus yang dibahas dalam
kitab-kitab hukum Islam adalah hasil kajian hipotetis,
bukan didasarkan atas kasus aktual,

Pendapat Coulson, bahwa para ahli hukum Islam
merumuskan hukum secara hipotetis dan  spekulatif
tersebut dibantah oleh Hallag. la justru melihat tali temali
fatwa sebagai wacana dengan fatwa sebagal instrumen
sosial. Fatwa hukum justru terlibat secara langsung dengan
perubahan sosial dan perubahan substantif hukum Islam.

o

i i mw‘rﬂ!ﬂm‘rﬂmm-
Lo The Universy of Ciago Pcss, 19695
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Hallag membuktikan hipotesisnya tersebut melalui
penelitian terhadap fatwa-fatwa di bidang furu’.1

Dalam kerangka fatwa, Gngkatan ijihed membantu
mendefinisikan bagaimana fatwa hamus tefap dilakukan
dengan legitimasi moadhhab, Setiap fatwa harus
dijangkarkan kepada pendiri madhhab sehingga ia dapat
memperoleh legitimasi, Muncullah kemudian fenomena
baklid sebagai sarana untuk mencari legitimasi agar suatu
fatwa bisa diterima dengan mudah oleh audiens.
Tingkatar-tingkstan  ijtthad pada dasamya tidak
mencerminkan kemampuan nyats para mujlahid vang ada
di tngkatan-tingkatan  tersebut.  Mujtahid  yang
memposisikan diri sebagai mugallid memiliki kemampuan
yang sama dengan mujielnd di atasnya. “Institusi taglid,
demikian kata Sherman A. Jackson, sebenarnya adalah
pencarian  sumber otorilas yang stabil dan tidak
terbantahkan di era pertengahan ¥

Taklid adalah proses pemilihan otoritas, bukan
substanst, di antara berbagai otoritas vang ada. Mugallid
cenderung merujuk kepada mujtafid yang telah diterima
otoritasnya oleh umat Islam agar penafsiran hukumnya
memiliki legitimasd.

Alfiliasi kepada madhhab tersebut tetap memelihara
kontekstualitas penafsiran hbukum. Karena itu, banyak

# Lihaz Wael Babgah Hallag, “From Feesr o Fie' Growth and Chisge in
Ishientc Subwtantif Law.” Dalam dntedygy of [obomiv Sandis, Vol 1L Moeeroal
Bosmacia: MeGill Instinete of [shmic Snafies, 1006), 170, 147 ;

”M{Mdﬁhﬂhhnhdﬂjmmqﬂnbdhniqw  dary el
sebenarnys sama dalie penguasan skill dasar berjtihad. Lilas  dulam
Sheeman A, Jackson. Loamic Las snd sbe Soste: The Covsatationsd fumigpradons o
b i Din aé Lol (Lesclen, New York, Kohle: E.J, Bal, 1995), 8081
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mugallid yang justru merujuk kepada sumber-sumber
madhhab bukan pada level pertama untuk mengari
keputusan yang lebih sesuai dengan kenyataan sosial yang
ia hadapi karena sumber pertama terlalu jauh jarak
waktunya. Hal itu tampak dalam strata ghhed dalam
madishab Syafiiyyah. Otoritas yang dipergunakan oleh
kalangan Syafi'iyyah pasca al-Mawawi adalah al-Nawawi
dan al-Rafi'i, bukan mujtafid-muftahid vang berada di level
atas mereka, Hal ttu dilakukan ontik mencan keputusan
hukum yang lebih aktual, tetapi tetap masih mendapatkan
legitimasi karena mereka dipandang sebagai otoritas di
kalangan Syafi'iyyah. Karenma itu, Hallag berpendapat
bahwa otoritas maditel berada dalam semua level
mujtafid 2

Perujukan kepada mujtahid lain yang berada dalam
satu mudhhab adalah upaya untuk menegaskan bahwa
fatwa-fatwanya memiliki sandaran otoritas karena dengan
merpuk  muftahid lain yang masih dalam  kerangka
madhiub, ia bisa memastikan bahwa ia bekerja di dalam
otoritas mundithab, Perujukan tersebuat terkadang dilakukan
melalui proveksi balik (badarard projection), Para ulama
belakangan untuk mendapatkan legitimasi terkadang
mengungkapkan pendapat yang ia katakan sebagai
pendapat dari pendini madhiudh meskipun tdak ada bukt
eksplisit yang mendukung,

Wacana "pintu ijtihad tertutup® adalah sebuah upaya
untuk menegaskan bahwa pemikiran hukum di luar empat
aliran utama tidak dapat diterima scbagai sesuatu yéng

0 Wi B Hallag, *Jusisce Auchovicy. .. ”, 246,
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legitimate, Aktivitas ijtthad tetap ada tetapi selalu
dilakukan dalam kerangka yang otoritas eadihab 2
Tingkatan-tingkatan  ijihed adalah upaya menjaga
kesmambungan jiihad dalam kerangka otoritas yang
madihab tersebut. Tingkatan madhhad yang awalnya tiga
kemudian akhirnya berkembang menjadi  tujuh®
menunjukkan bahwa semakin panjang jarak dengan
pendiri modhhab semakin perlu jangkar opini yang lebih
dekat,

MODERMITAS DAN KRISIS OTORITAS

Modernisasi yang masuk ke dunis Islam melalud
invazi negara-negara Barat ditandai dengan beberapa hal.
Pertama, munculnya negara bangsa (nsfion siehe) yang
kemudian menjadi model umum negara di abad ke-20.
Kedua, tumbuhnya rasionalitas dalam sistem sosial yvang
ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi sosial,
Ketiga, sebagai konsekuensi dari fenomena pertama dan
kedua adalah tumbuhnya otoritas legal-rasional, yang
didasarkan atas sistemn  keorganisasian,  Keempat,
munculnya tren unifikasi dan kodifikasi hukum sebagai
akibat darl semakin berkembangnya otoritas legal-formal,
dengan negara sebagai pilamya.

B Hallay enenolsh babos aktivires djshad berhent. Fatws-fatws  mengenal
kasis-kasus o i pacching menenjukkans dinseniks oihed yang sanget erst
Wael B. Hallag., "From Fatear o Far', ..

B Lihwt kajlan yang bk mengenai perkembangen i preutepen ik
reesebur dadam Wach B, Hallag. "W the Gate of ljohad Chosed™ dalsm lan
Edge (od) e law snd Lol Thery [England: Durmowth Publishing
Cistrpany Lrel, 1996), 3H, 313
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Femomena modern tersebut berpengaruh terhadap
sistemn otoritas yang telah ada selama berabad-abad ddlam
hukum Islam. Sistem otoritas vang berbasis kepada otoritas
epistemis mulal diganggu oleh sistem otoritas legal-
rasional, Posisi  mujlohid, sebagal pemegang otoritas
epistemis, mulai mendapatkan saingan dan kekuasaan
politik, yaitu lembaga legislatif Dalam trias politika,
lembaga kekuasaan (eksekutif), pembuat undang-undang
(legislatify, dan peradilan (yudikatif) adalah tiga unsur
yang terjalin berkelindan, tetapi tidak saling mengganggu
otoritas pihak lain. Lembaga peradilan harus merujuk
produk-produk hukom yang dihasilkan oleh lembaga
legiaslatif - bersama lembaga eksekutif dalam sistem

Bagi tradisi hukum Barat hal itu bukan sebuah
femomena baru. Bernard Weiss menyatakan bahwa
messkipun hukum Islam sama dengan hukum Romawi
dalam hal bahwa hukum adalah hukum hasil para ahli
hukum [furist loe)® Kendabipun kedua sistern hukum
berangkat dari kerja ahli hukum, tetapi ada perbedaan
mendasar antara kedua sistemn hukum tersebut. Pertama,
kerja para ahli hukum Romawi dibatasi oleh kegiatan
legistaltif vang dilakukan oleh negara, baik oleh senat
maupun oleh kaisar. Sementara iy, dalam sistem hukum
Islam tradisional negara tidak memiliki kekuasaan legislasi
Megara hanya bisa menegakkan hukum, tetapi tidak
memiliki hak untuk membuat hukum.

2 Lihat juga dalsm Noel ]. Coulscn, Canli and T, % dan Shreman A,
Jacksom, Irkows Law. ., xvil dun e
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Kedua, hakim-hakim dalam dalam tradisi hukum
Romawi memilild keleluasaan dalam memutuskan hukum
karena keputnsan hukom didasarkan atas keluatan
intuisinya. Hal itu terjadi karena hakim dipandang sebagai
orang yvang bijaksana sehingga keputusan hukum dilibat
dari kemampuannya menggali nilai keadilan itu sendiri.
Sementara itu, dalam tradisi hukum Islam para ahli hukum
diikat oleh sumber formal, yaitu teks Otoritasnya lebih
didasarkan atas  keterampilannya  menjabarkan  teks,
dibandingkan oleh kebijaksanaannya

Munculnya negara bangsa model Barat tersebut
mengubah sifat dasar legislasi hukum Islam tradisional.
Megara memainkan peran yang lebih besar dalam
mengintervensi legislasi hukum Islam. Instrumen yang
dipandang Hallag digunakan untuk memformulasikan
hukum yang bersifat sentralistis adalah kodifikasi.
Kodisifikasi bukan sebuah proses hukum yang nefral,
melainkan sebuah upaya hokum dimana peran penafsiran
vang dilakukan para ahli huokum dibatasi. Kodifikasi
menghalangi  instrumen  hukum  tradisional  untuk
memainkan peran sentral

Otoritas hukum epistemis vang berbasis kepada
kemampuan dan keterampilan individu muptahid dan
didukung oleh legitimasi madhhab harus menghadapl
kenyataan bahwa otoritas mereka semakin dibatasi dalam
negara bangsa. Legislasi hukum semakin lama semakin

Fmﬂﬁ'm"hw-lﬁmhmmwnf[ﬁﬂ',
Dhalase N Edge (adl). Dnbwe Law ..., 199200,

55 YWaeh B. Hallag, "Jusistic Anthorry. ", 255
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menjadi wilayah para aktor politik di lembaga perwakilan
rakyat. Kenyataan tersebut bertolak belakang dengan
tradisi hukum Islam di mana kekuatan politik tidak bisa
menjadi pihak menentukan penafsiran hukum Islam. Akan
tetapi, di negara bangsa para aktor turot campur dalam
legislasi hukum [slam, termasuk dalam penstapan hukum
subslansialnya,

Penetrasi otoritas legal-rasional terhadap otoritas
epistemis beragam bentulnya. Awalnya penetrasi tersebut
masuk ke dalam wilayah administratif. Kasus paling
representatif untuk melihat fenomena penetrasi tersebut
dalam wilayah pemnikaban, Keabsahan permnikahan dalam
aturan hukum Islam klasik ditentukan oleh kontrak
inidvidual antara pihak mempelai laki-lakd dan mermpelai
perempuan,  Keabsahan  fersebut melibatkan  sebuah
pandangan sakral dimana pernikahan memiliki nilai ritual
di dalamnya.

Munculnya negara bangsa menuntut bahwa praktek
hukum di masyarakat dapat dikontrol oleh negara
Contoh tindakan pertama yang menunjukkan bentuk
miervensi agama ke dalam wilayah kewenangan
keagamaan yang menjadi kekuasaan otoritas epistemis
dimulai kettka Era Kolonial Pemerintah kolonial pada
tahun 1937 mengumumkan rencana untuk membuat
ordonansi  perkawinan, Ordonansi  tersebut  akan
memberikan kesempatan seseorang menikah di catatan
sipil, mewajibkan sescorang beristi hanya satu, dan
* Unnsk melihar bagaimans ketsgangan dabim bidung huboen kebsrgs. skibar

musculigs  modemnisasi di negam-negae musim, bhar dalsm Pashr
Raberuim, "A Survey of Modemization of Maslio Faernily Low®,
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perceraian hanya jatuh melaloi keputusan pengadilan.
Gagasan tersebut mendapat tentangan keras darl wmat
Islam, seperti PSII, NU, Muhammadiyah, Penyedar 51, dan
Perhimpunan Penghulu dan Ponggawanya.

Ketika gagasan semacam itu muncul kembali di masa
Indonesia merdeka, reaksi keras tetap saja mumenl. RUU
Perkawman vyang menegaskan prinsip monogam pun
mendapatkan  tentangan keras dan wakil-wakil Islam.
Ketika berbagai aturan adminsitraif masuk ke dalam
Undang-undang, hal itu pun belum membuat UU no 1
tahun 1974 benar-benar diakui legiimasinya oleh sebagian
kalamg'-’m Islam. Fenomena nikah sirr (nikah Hdak tercatat),
misalnya, adalah bentuk resistensi dan kalangan otoritas
episternis terhadap aturan yang lahir dari otoritas legal-
rasional.

Keberatan dalam praktek juga terkait dengan talak,
yang menurut aturan  hanya  jatuh  dalam  sidang
pengadilan. Aturan demikian mengkhawatirkan sebagian
pihak akan resiko perzinaan karema dalam fikih klasik,
talak jatuh cukup dengan pernyatsan sepihak suami.
Turtutan administratif demikian tentu saja mengganggu
ketentuan yang telah dilegitimasi oleh kitab-kitab hukum
klasik tentang proses talak yang dapat dilakukan tanpa
melalul proses peradilan,

Aturan yang mengatur bahwa perceraian hanya
dapat terjadi di sidang pengadilan telah diterapkan di
berbagai negara muslim, termasuk Indonesia dan Tunisia.

£ Lihat Agib Sumineo, Pedsk Joee Hisdir Belawds (Jakarea: LPYES, 15985, 30-
ﬂmmiﬂnmhhmﬁhﬂ
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Menurut hukum Tumnisia tahun 1957, misalnya, perceraian
di luar sidang pengadilan tidak memiliki dampalk hukoam.*
Akibatnya, aturan yang dibuat lembaga legislatif
menentukan, atau setidakmys membatasi, aturan-aturan
yang telah ada di dalam hukum Islam klasik produk
madhhah.

Problem tersebut lahir karena persoalan nikah dan
talak selama ind diatur melalui hukom yang diyakini
berasal dar oboritas transendental, yvaitue Allah dan Rasul-
Mya. Dengan demikian, dalam aturan pernikahan terdapat
nilai-nilai ritual, bukan sekedar kontrak bdasa. Nilai-nilai
ritual tersebut secara teoritis hanya dapat dijabarkan oleh
otoritas episternis karena merekalah yang memiliki
kemampuan unfuk melakukan tafsic terhadap  feks,
Sementara itu, aturan yang berbeda tersebut dirancang
oleh pihak-pihak yvang tidak dipandang memiliki otoritas
untuk mengubah aturan hukum yang telah dilakukan para
otoritas epistemis.

Proses kodifikasi hukum, sebagaimana dikatakan
oleh Hallag dan Coulson, telah merusak sistem doktrin
vang telah dimapankan oleh kitab-kitab hukum klasik,
vang ditulis oleh para otoritas hukum. Tren yang terjadi
adalah munculnya peneliian yang lebih bebas erhadap
hukum Islam, demgan tetap menegaskan untuk tidak
mengganggu otoritas tradisional (epistemis).™ Usaha-
usaha melampaui otoritas tersebut dilakukan dengan

¥ Lihar dallam Mol James Coslson, Ca@ef ol Teasen.,, 48 =
#F Cosgbeon masih menggunsian pemeisan ooonms Weber sk oo
hukum lafam schagal ctontas tradmional, ssmentam Halleq menyebumya

OLOIGS EpEsiEmis.
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menjangkarkan diri kepada Al-Qur'an atau sunnah,
sctidaknya dengan tidak membuat keputusan  yang
bertentangan dengan keduanya, =

fiba Mir-Huseini menyetujui penilaian Hallaq dan
Coulson tersebut. la menegaskan bahwa kodifikasi dan
unifikasi hukum adalah dua hal yang asing dalam hukum
Islam. Ada dua alasan yang ia ajukan. Perfama, syariah
dalam bentuk klasiknya memungkinkan hubungan yang
cair entara aspek moral dan hukem. Svariah terbuka
terhadap penafsiran dan mampu  mengakomodasi
kebutwhan individu dan lingkungan. Kedua, syariah
dijabarkan dan ditransmisikan oleh para sarjana yang
berlandaskan tradisi intelektual dalam madhhab-madhhab
hukum, vang tidak memiliki akses langsung kepada sistemn
yudisial kenegaraan.

Bagi Ziba Mir-Hosseini, dampak dari perubahan
tersebut adalah kerganggunya keseimbangan tradisional
antara hukum Islam dan negara. Ketegangan intrinsik
antara idealitas agama dan hukum positif yang telah lama
ada mengambil bentuk yang berbeda. Di masa pramodern,
hukum Islam, secara teoritis mampu menjaga jarak dengan
kekuasaan politik. Negaralah yang harus menerima syariah
dan negara mendapatkan legitimasi dari syariah.®

Dalam era negara bangsa yang terjadi adalah
sebaliknya. Syariah harus menerima negamm dan
memperoleh legitimasi melalui negara. Penguasa Islam

by Dalhnl"hﬂ_]'-nnl:whll f--_aﬁl'-hf Tranon. .., 5657,
M Fiba Mir-Huoseini, Mgy ae Trdad, ., 11
2 Theied.,, 10 dam 12,
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secara tradisional tunduk kepada hukum (syeref] dan
membiarkan fungsi dan otoritas hukum dan legislasi adasdi
tangan para ahli hukum (Islam). sebaliknya, negara
modern membalik prinsip tersebut dan mendiktekan apa
vang termasuk hokum dan  apa yang bukan hudowm 3
Kodifikasi adalah bentuk pengekangan negara terhadap
kreativitas otoritas epistemis dan model kerja sistem
hukum [slam tradisional.

Sisi positif fenomena tersebut, menurut Ziba, adalah
bahwa syariah unfuk pertama kalinya memiliki kekuatam
hukum yang tegas. Akan tetapi, bagi Hallaq perubahan
tersebut memiliki dampak negatif, yattu membuat otoritas
yang dalam sistem hukum Islam klasik berpijak kepada
pengakuan terhadap kemampuan dan kapasitas ahli tanpa
nuansa koersif (paksaan) menjadi bernilai koersif. Proses
unifikasi atau sentralisasi hukum, dipandang Hallag
sebagai upaya menyita seluruh realitas hukum dalam
kontrol negara.

PFENUTLP

Kajian mengenai otoritas hukum akhir-akhir ini
menjadi perbincangan hangat di kalangan peneliti hukom
Islam_ kenyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan
otoritas tidak bisa dilepaskan dari hukum karena hukum
memberikan tuntutan kepada subyek hukum. Efektivitas

¥ Wael B. Hallag, Juristic Authoricy. ..", 254.
M fhal b 25
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tuntutan terscbut sangat ditentukan oleh penerimaan
subyek hukum terhadap aturan-aturan hukum itu sendir.

Problem oforitas menjadi sangat penting dalam
hukum [Islam. Otoritas hukum Islam dalam sejarah
panjangnya, khususnya dalam bidang hukom keluarga,
berada di tangan para ahli hukom, Mereka tHdak memiliki
aparatus kekuasaan yang bisa melakukan tindakan paksa
apabila ada pihak-pihak yang tidak puas dengan
keputusan yang mereka buat Satu-satunya legitimasi yang
memungkinkan hukum Islam diterima oleh masyarakat
adalah aspek otoritas yang menyangga keputusan hulkum
it semdiri.

Di era modern, otoritas para ahli hukum mengalami
tantangan berat dari negara bangsa. Negara bangsa
memperkenalkan  otoritas  legal-rasional = dengan
memanfastkan aparatus untuk memastikan aturannya
ditaati. Di negara-negara muslim sedang terjadi krisis
otorritas karena otoritas epistemis (tradisional) mulai
kehilangan legitimasinya, tetapi tidak sepenubnya hilang.
Sementara itu, negara semakin kuat mencengkeram semua
lini kehidupan sosial, tetapi tetap tidak bisa sepenuhnya
menggantikan nilai sakral yang dikandung oleh otoritas
epEbemis,

Krisis demikian menjadi salah satu pemicu gerakan
kebangkitan Islam yang ingin secara tegas mengembalikan
otoritas hukum kepada otoritas epistemis. Negara-negara
bangsa moden dipandang sebagai produk asing yang
melemahkan infrastruktur masyakat muslim yang telah
ada semenjak lama. Kegagalan sebuah pemerintahan untuk
memperbaiki kondisi sosial-ckonomi  akan  semakin
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menguatkan  keyakinan gerakan tersebut bahwa
transformasi ke arah hukum yang didasarkan atas legal
rasional sebagai sebuah kesalahan.
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